BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Compliance Risk Management (CRM) merupakan sistem yang
diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan pengelolaan
risiko kepatuhan Wajib Pajak (WP). CRM telah diimplementasikan sejak tahun
2019 secara serentak pada semua Kantor Pajak Pratama (KPP).
Pengimplementasian sistem ini untuk memudahkan pegawai dalam melakukan

pengawasan kepada WP.

KPP Pratama Atambua juga telah mengimplementasikan sistem
tersebut. Dalam pengimplementasian sistem ini, dan dari penelitian yang
dilakukan, ditemukan beberapa temuan dalam penerapan CRM, yaitu akses yang
terbatas bagi pegawai, proses penggunaan CRM, jaringan pribadi milik DJP, dan
juga bagian penagihan yang belum mendapat akses sistem CRM. Selain itu
terdapat beberapa etika dalam penerapannya yang harus dipatuhi, seperti peneliti
tidak diijinkan untuk melihat isi dari CRM, dan masing-masing pegawai diberi

batasan dalam mengakses CRM.

Akses yang terbatas dalam sistem bagi pegawai disini, dapat diartikan
bahwa tidak semua pegawai mendapat hak untuk mengakses data pribadi WP.
Kemudian, proses penggunaan CRM dilakukan dengan melihat WP yang
memiliki risiko tertinggi, itulah yang akan menjadi prioritas untuk diawasi.
Dalam penerapan sistem ini, jaringan yang digunakan oleh KPP Pratama
Atambua juga merupakan jaringan pribadi milik DJP sehingga pihak diluar
pegawai tidak bisa mengakses sistem DJP karena tidak terdaftar dalam jaringan
tersebut. Kemudian, bagian penagihan yang belum bisa mengakses sistem ini

dikarenakan sistem ini masih dalam tahap perkembangan fitur-fiturnya.

Etika dalam penerapan CRM salah satunya adalah tidak menyebarkan

data WP. Etika lain yang diterapkan saat penelitian berlangsung, adalah peneliti
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tidak diijinkan untuk melihat isi dari CRM karena dalam sistem tersebut berisi
data pribadi dari WP. Selain peneliti yang tidak bisa melihat lebih detail terkait
sistem tersebut, masing-masing pegawai AR yang mengawasi menggunakan
sistem tersebut juga diberi batasan dalam mengakses data WP, dalam hal ini

pegawai tidak bisa mengakses data WP yang bukan pegangannya untuk diawasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka berikut saran dari peneliti

untuk peneliti berikutnya

5.2.1 Saran Praktis

Saran bagi Kantor Pajak Pratama Atambua vyaitu agar tetap
mempertahankan keamanan yang telah terjaga, agar Wajib Pajak merasa aman
dan nyaman ketika melakukan transaksi pajak di KPP Pratama Atambua, dan
juga agar bisa tetap menerapkan etika yang sudah berlaku agar menghindari

terjadinya pelanggaran etika.

5.2.2 Saran Akademik

Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu peneliti berharap agar peneliti berikutnya dalam
melakukan penelitian, bisa mengkaji dan mempelajari lebih banyak pada
pengembangan penelitian CRM, selain itu juga mengkaji lebih lanjut terkait
dengan etika dalam penerapan CRM, khususnya juga terkait penerapan CRM

pada bagian penagihan pada Kantor Pajak Pratama di lokasi yang berbeda.
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